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BAB V 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menjelaskan pengaruh kelompok muslim 

terhadap kebijakan pemerintah Swedia yang dianalisa 

menggunakan model pluralist dan konsep legitimasi, bahwa 

isu konflik Palestina Israel menjadi perhatian semua umat 

muslim di dunia tidak terkecuali muslim di Swedia. Konflik 

Israel dan Palestina mulai mendapat perhatian dari publik 

Swedia ketika terjadi kontroversi Aftonbladet. 

Aftonbladet merupakan salah satu majalah ternama di 

Swedia, majalah ini pernah mempublikasikan kejahatan 

perang yang di lakukan Israel terhadap Palestina, publikasi 

tersebut menimbulkan perdebatan di media massa Swedia. 

Perhatian publik Swedia atas konflik Israel Palestina mulai 

meningkat, sejak publikasi majalah tersebut meluas, aksi 

demonstrasi menentang serangan Israel terhadap Palestina 

digelar di beberapa kota di Swedia. 

Tidak hanya menggelar aksi demonstrasi secara damai, 

berbagai kelompok kepentingan ini juga melakukan boikot 

terhadap produk-produk perusahaan Israel dan perusahaan 

Swedia yang melakukan kerjasama dengan Israel.  

Kelompok-kelompok kepentingan di Swedia yang pro-

Palestina melakukan demonstrasi dan gerakan BDS atau bisa 

di sebut sebagai gerakan internasional untuk keadilan dan 

perdamaian. Dukungan untuk Palestina yang meluas di 

kalangan masyarakat Swedia sangat kuat. Organisasi muslim 

dan kelompok kepentingan memiliki peran yang menonjol 

dalam gerakan solidaritas untuk perdamaian, meskipun 

demikian mereka memiliki cara  yang berbeda-beda untuk 

melakukan protes terhadap apa yang di lakukan Israel. 

Adapun kelompok kepentingan yang melakukan aksi 

demonstrasi untuk mendukung Palestina dan menentang 

pendudukan yang dilakukan oleh Israel adalah Imigran 

Muslim (Kelompok-kelompok Muslim),Serikat Buruh, 
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Gerakan Solidaritas Internasional, Asosiasi Solidaritas 

Palestina, dan beberapa tokoh seperti mantan menteri luar 

negeri, dan perwakilan serikat buruh. Beberapa kelompok 

kepentingan ini memiliki afiliasi dengan Partai Sosial 

Demokrat. Imigran muslim dan beberapa kelompok 

kepentingan seperti Gerakan Solidaritas Internasional dan 

Asosiasi Solidaritas Palestina memiliki afiliasi dengan Partai 

Sosial Demokrat. Kebijakan luar negeri Swedia ketika Partai 

Sosial Demokrat memimpin dikenal sangat pro-imigran.   

Asosiasi Solidaritas Palestina merupakan organisasi 

masyarakat sipil yang memperjuangkan kemerdekaan 

Palestina. Bergerak dalam lingkup Swedia, organisasi ini 

memiliki fokus pada isu-isu terkait Palestina, baik dalam 

pelayanan terhadap imigran, bantuan kemanusiaan, dan lain-

lain 

Kecaman terhadap Israel semakin meluas ketika kapal 

Flotila yang berusaha untuk mengirimkan bantuan kepada 

penduduk Palestina ditembaki oleh tentara Israel. Dalam kapal 

tersebut terdapat beberapa aktivis kemanusiaan seperti 

Mehmet Kaplan yang sekarang menjadi menteri pembangunan 

perumahan dan lingkungan dan pengurus Partai Hijau. 

Beberapa orang dilaporkan tewas. Publik Swedia bereaksi 

dengan melakukan aksi demonstrasi mengecam tindakan 

tentara Israel yang menembaki kapal Flotila yang menuju ke 

Gaza. Organisasi petani Palestina di seluruh Eropa, termasuk 

Swedia mengampanyekan gerakan untuk menghentikan 

perdagangan internasional dengan Israel. Aksi ini mengecam 

tindakan Israel yang menghancurkan ladang pertanian di 

Palestina. 

Gerakan Solidaritas Palestina Selain menggerakkan aksi 

demonstrassi dan boikot di kalangan akar rumput, gerakan ini 

juga aktif melakukan lobi kepada elit pemerintah untuk 

memengaruhi kebijakan luar negeri Swedia. Selain lobi, 

organisasi ini juga menyediakan informasi dan laporan kepada 

pemerintah dalam pembuatan kebijakan. 

Salah satu respon publik Swedia terhadap agresifitas 

Israel terhadap Palestina adalah melakukan BDS (Boikot, 
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Diinvestasi, dan Sanksi) . Gerakan ini merupakan upaya untuk 

tidak menggunakan produk Israel, dan tidak berinvestasi 

sebagai bentuk sanksi terhadap Israel. Gerakan ini berlangsung 

di seluruh dunia. Aksi BDS berlangsung di Malmo  kota 

terbesar ketiga di Swedia yang juga memiliki tingkat anti-

semitik tinggi  dilakukan dengan aksi demonstrasi yang 

menekan pemilik toko untuk berhenti menjual produk Israel. 

Tidak hanya penjual, pembeli pun dipaksa untuk tidak 

membeli produk Israel. 

Opini publik Swedia yang menunjukkan kecaman 

terhadap Israel sebagaimana pemberitaan media Swedia 

mengenai konflik Israel dan Palestina. Alfonbladet merupakan 

majalah yang sering kali mengecam tindakan Israel dalam 

pemberitaannya. Kepala editornya yang bernama Helle Klein 

dikenal sebagai jurnalis yang pro-Palestina. Selama intifada 

kedua berlangsung, Aftonbladet mengatakan bahwa Israel 

merupakan negara kolonialis yang opresif dan bertindak tidak 

adil terhadap Palestina. Selain, Aftonbladet, media lain yang 

sering mengecam tindakan Israel adalah Dagens Nyheter. 

Salah satu penulis dalam kolom media tersebut, Jan 

Samuelson mengatakan bahwa kebencian umat Muslim 

terhadap Israel dapat dijustifikasi. Selain kedua media 

tersebut, Svensoka Dagbladet juga dikenal kritis terhadap 

Israel. Konstituen domestik berusaha untuk memengaruhi 

kebijakan luar negeri pemerintah. Sadar akan kekuatan massa 

dan opini publik, konstituen domestik Swedia 

mengartikulasikan kepentingannya untuk memengaruhi 

pembuatan kebijakan luar negeri dalam isu konflik Israel dan 

Palestina.  

Konstituen domestik Swedia yang menekan pemerintah 

untuk ikut mendukung kemerdekaan Palestina berhasil 

memengaruhi pembuatan kebijakan karena memiliki kekuatan 

elektoral yang besar. Isu mengenai agresi Israel dan ketakutan 

bangkitnya terorisme di Swedia menjadi perhatian publik sejak 

2009. Hal ini diikuti dengan peningkatan persepsi negatif 

publik terhadap Israel. Isu tersebut semakin mengemuka 

sebelum pemilu dilaksanakan. 
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Terkait dengan informasi mengenai konflik Israel 

Palestina yang diterima publik Swedia, peran media di Swedia 

memang sangat menentukan. Media di Swedia sangat sering 

memberitakan dinamika konflik Israel dan Palestina. Konten 

yang diberitakan dalam media tersebut juga sering kali 

memiliki keberpihakan kepada Palestina. Beberapa surat kabar 

Swedia juga mengecam agresi Israel terhadap Palestina. 

Dalam publikasi Jewish Political Studies misalnya 

menjelaskan bahwa media di Swedia sering memuat konten 

mengenai konflik Israel media pemerintah. Selain itu juga 

banyak surat kabar yang mengasosiasikan Israel 

Sementara itu, serikat buruh sebagai kelompok 

kepentingan merupakan konstituen domestik yang memiliki 

hubungan ideologis dengan Partai Sosial Demokrat. Serikat 

buruh didirikan pada tahun 1898 dan mulai menjalin hubungan 

yang kuat dan intensif dengan Partai Sosial Demokrat. 

Momentum ini dimanfaatkan oleh Partai Sosial Demokrat 

Swedia dengan janji kampanyenya apabila menduduki kursi 

eksekutif akan mengakui Palestina sebagai negara. Dengan 

liputan media massa yang begitu masif dan informasi yang 

realtime mengenai dinamika konflik Israel Palestina, 

konstituen domestik Swedia mampu memengaruhi pembuat 

kebijakan.  

Kebijakan luar negeri Swedia di bahwa Partai Sosial 

Demokrat yang mengakui Palestina sebagai negara merupakan 

implikasi dari tekanan konstituen domestik. Janji untuk 

mengakui Palestina adalah cara untuk merebut pengaruh 

elektoral dari konstituen domestik tersebut. Ketika sudah 

terpilih dan memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan 

luar negeri, Partai Sosial Demokrat merealisasikan janjinya 

dengan mengakui Palestina secara resmi yang dinyatakan 

dalam pidato pertama Stefan Lofven, perdana menteri Swedia 

sebagai cara untuk membangun legitimasi atas konstituen 

domestiknya. 

Oleh karena itu penulis melihat beberapa aspek 

pengaruh Kelompok Muslim Swedia terhadap kebijakan 

pemerintah untuk mendukung Palestina adalah melalui aksi 
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demonstrasi, BDS (Boikot, Disinvestasi, dan Sanksi), opini 

publik, dan media untuk menekan pemerintah. Aksi tersebut di 

lakukan oleh kelompok muslim di Swedia berafiliasi dengan 

kelompok-kelompok kepentingan yang tergabung dalam 

gerakan pro-Palestina. Pemerintah Swedia menanggapi aksi 

tersebut dengan meningkatkan dana bantuan pembangunan 

untuk Palestina. Dengan demikian tindakan yang di ambil oleh 

pemerintah Swedia adalah untuk mendapatkan legitimasi dari 

publik Swedia.  

Selanjutnya, perlu disadari bahwa penulis dalam 

skripsi ini memiliki beberapa kekurangan karena keterbatasan 

instrumen penelitian hanya pada studi pustaka. Untuk itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran guna menunjang karya 

tulis ini menjadi lebih baik. Penulis juga menaruh harapan 

agar karya tulis ini dapat diteliti lebih lanjut sehingga 

memberikan wawasan baru bagi generasi selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


